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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Talak antara:

XXXXX Bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun
Bukit Husada, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu,

Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon;
melawan

XXXXX Binti XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di
Jl Sam Ratulangi, Kelurahan Pasangkayu,
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 April 2022 telah
mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Pky
tanggal 4 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu sebagaimana tercantum
dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor0150/008/XI1/2020 tertanggal 16
Desember 2020;
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2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat di
kediaman di JI Sam Ratulangi, Kelurahan Pasangkayu sebagai kediaman
bersama selama 9 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan yaitu:
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk
dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
a. Termohon seringkali memaki dan tidak merasa cukup terhadap
uang bulanan yang diberikan oleh Pemohon;
b. Termohon juga seringkali menghina penampilan Pemohon dengan
menggunakan istilah binatang karena penampilan Pemohon dianggap
tidak terlihat seperti kaum berada;
C. Termohon seringkali melakukan peminjaman sejumlah uang dan
menjual barang-barang rumah tangga seperti Kulkas dan Laptop untuk
melunasi utang tersebut tanpa adanya izin dari Pemohon;
d. Termohon tidak pernah mengurus rumah tangga dan tidak pernah
memasak dan melayani kebutuhan sehari-hari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September 2021 pada saat itu
Pemohon dan seorang temannya sedang berkerja untuk memperbaiki
kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak
menyiapkan makanan untuk Pemohon dan temannya santap, bahkan
Termohon meminta Pemohon untuk membeli gorengan sebagai makanan
yang membuat hati Pemohon sangat sakit yang membuat Pemohon
memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama, sehingga baik
Pemohon dan Termohon kini berada di kediaman yang berbeda;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan
rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan
Termohon  sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
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perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon
dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pasangkayu Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang
Pengadilan Agama Pasangkayu;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan
patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Pky, tanggal 5
dan 12 April 2022 serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan
oleh suatu halangan yang sabh;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap
mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak
berhasil;
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Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan
maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang
tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon
tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor
XXXXX atas nama XXXXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tanggal 23-12-
2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
0150/008/X11/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 16
Desember 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B. Saksi:

1. XXXXX Bin XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Morobio,
Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan

memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Teman;
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- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan
Termohon menikah pada tanggal 16 Desember 2020 di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan
Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan
tetapi tidak lama setelah pernikahan sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi
penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon
disebabkan karena Termohon sering meminjam uang tanpa
sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga tidak pernah mengurus
Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai
saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta (tukang), bertempat tinggal di Dusun Bukit Husada, Desa
Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, di bawah
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2020 di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten
Pasangkayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dan
Termohon belum dikaruniai anak;
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- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak lagi harmonis;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak 7 bulan yang lalu
sekitar bulan september tahun 2022 telah berpisah tempat tinggal
sampai saat ini dan tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan
karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan
Pemohon dan Termohon juga tidak pernah mengurus Pemohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan
merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu,
Kabupaten Pasangkayu dengan fotokopi kutipan akta nikah Nomor
0150/008/X11/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan mendalilkan bahwa
antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisinan dan pertengkaran,
oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon
dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara a quo merupakan
perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut
penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
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Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan
Agama,

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan
relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di
awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atas nama Pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Pasangkayu telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut
hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.),
dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat
(bindende), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan
Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon
tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian
ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat
(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke
persidangan maka proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak
dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Termohon
tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan

Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti
telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri
pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang
perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon
harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon
tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti
sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1
dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, telah dinazegelen
dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut
mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti
antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi
masing-masing bernama XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX, keduanya
memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 16 Desember 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa sepengetahuan para saksi Pemohon dan Termohon  belum
dikaruniai anak;

- Bahwa para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lama setelah
pernikahan sudah tidak rukun lagi;
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- Bahwa para saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering
meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga tidak
pernah mengurus Pemohon;

- Bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah
tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu atau sekitar bulan september tahun
2022 sampai saat ini;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi | dan saksi Il
Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas
pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian
sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga
memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang
mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah
dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan
dalil Permohonan Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Permohonan
Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak
memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh
karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan saksi
Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang
kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang
menikah pada tahun 2020 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena
Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan
Termohon juga tidak pernah mengurus Pemohon yang pada puncaknya
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berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon
sejak bulan September tahun 2021 sampai saat ini;

3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah
terbukti jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan
dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah
tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti
menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan
perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang
sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga
menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka
perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fighiyah dalam kitab al-Asybah
wan-Nadzoir fil-Furu’ halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim, yang berbunyi:

dlasilads Se I3l auwlasll £55

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh
kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa
mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut
serta terlepas dari apapun yang melatar belakanginya, yang tampak adalah
antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal
sejak bulan September tahun 2021 hingga sekarang, maka sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan
tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga

tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian
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Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang bahwa dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 yang

berbunyi:
ISl pSwmdsl 52 o8 5l Ol wlil &es
Ga3 s 8358 oKl Jass Ladl] IsiKiudd
1) .o_g_,"ﬂ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya
masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah
tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut
akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani
rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat
dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah
dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasai Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam
rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan kenyataan di atas
patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa
sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga,
maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilai
Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon
telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk
bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam
persidangan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana
layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut
memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada waktu yang
akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal
70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan
pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal
131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan catatan status
perkawinan dalam bukti (P.2) antara Pemohon dan Termohon belum pernah
bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan
diikrarkan adalah talak yang ke satu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup
perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan
Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan, Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) di depan sidang
Pengadilan Agama Pasangkayu;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 365.000,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf
S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah S.Ag.,M.H., dan Muh. Irfan, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
tanggal 19 April 2022, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut dengan dibantu Yahya, S.HI., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Mazidah S.Ag.,M.H., Amar Ma’ruf S.Ag.,M.H.,
Hakim Anggota

Mubh. Irfan, S.H.,

Panitera Pengganti

Yahya, S.HlI.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 245.000,00
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4. Biaya PNBP

Panggilan
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 365.000,00
(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Rp. 20.000,00
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